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Abstract. The aim of writing this journal is for readers to see more about the perspective of criminaI law 
in dealing with the specifics of same-sex relationships in Indonesia. The research was carried out using 
normative legal methods so that it is necessary to criminalize or expand criminal regulations for deviant 
acts committed by the LGBT community in reforming criminal law. The study results show that same-sex 
relationships are considered to violate norms in Indonesian society. Many people are uncomfortable with 
the presence of LGBT in their environment, which makes people question how the law in Indonesia handles 
cases of same-sex relationships. Meanwhile, same-sex relations carried out by LGBT people are not yet 
regulated as a criminal offense according to Indonesian criminal law, the regulation is still very limited 
because it only regulates same-sex sexual relations committed by adults with minors. 
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Abstrak. Penulisan jurnal ini bertujuan agar pembaca melihat lebih jauh bagaimana pandangan hukum 
pidana dalam hal menangani khasus hubungan sesama jenis di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan 
metode hukum normatif  sehingga perlu dilakukan kriminaIisasi atau meIakukan perIuasan terhadap 
pengaturan pidana perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh komunitas LGBT tersebut di dalam 
pembaharuan hukum pidana. Hasil studi menunjukan bahwa hubungan sesama jenis dianggap melanggar 
norma di masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang tidak nyaman akan keberadan LGBT di 
lingkungannya yang membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana hukum di Indonesia dalam 
menangani kasus hubungan dengan gender yang sama. Sedangkan hubungan sesama jenis yang dilakukan 
oleh LGBT belum diatur sebagai tindakan pidana menurut hukum pidana Indonesia, dalam pengaturannnya 
masih sangat terbatas karena hanya mengatur pencabulan hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang 
dewasa dengan anak dibawah umur saja. 
 
Kata kunci: Hubungan Sesama Jenis, LGBT, Hukum Pidana 
 

1. LATAR BELAKANG 

Hukum pidana adalah suatu pengaturan atau norma yang mengeatur tindakan 

peIanggaran dan juga kejahatan terhadaap kepentiingan umunn di masyarakat. Pelaku 

tindakan tersebut dapat dijatuhi hukumman berupa penderiitaan atau siksaaan. Di 

Indonesia, hukum pidana, adalah suatu jenis hukom yanng berada dalam kerangka sistem 

hukum. Hukum secara umum adalah kumpulan aturan yang mencakup norma dan sanksi. 

Moeljatno mengemukakan bahwa hokum pidana merupakaan bagiian integral dan 

keseIuruhan sistem hokum pada suattu negara khusunya di Indonesia, yaang menetapkan 

dasar-dasarr peraturan untuk : 

1) Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang masi tidak diizinkan atau diIarang, disertai 

deangan rasa ancaman ataw tindakan sanksii berupa hukuman terttentu bagi siapa 

pun yaang tidak mematuhi Iarangan tersebut (Tindak Pidana).  
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2) Menetapkan kapann dan dalam koenteks apa individu yang tidak mematuhi larangan 

tersebut dapat dikenai atau dijatuhkan hukuman sesuai dengan ancaman yang telah 

diberikan (Tanggung Jawab Pidana/Tanggung Jawab Kriminal).  

3) Menetapkan cara pelaksanaan pengenaan hukuman jika ada dugaan bahwa seseorang 

telah melanggar larangan tersebut (Prosedur Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana). 

Dalam hukuom pidana Indonesia banyak di atur mengenai kejahatan kejahatan 

yang dapat terjadi maupun sudah lazin terjadi. Suatu tindak pidana atau juga bisa disebut 

dengan kriminalisasi yang dimana tindakan diaanggap tiidak sejalan dengaan adanya 

nilai-norma yaang berIaku dan berkembang dii suatu daerah di lndonesia bendasarkan 

dengan nilai pancasila, sehingga dapat menciptakan perselisihan dan pertengkaran di 

dalam masyarakat tersebut. (I Wayan Agus Harry Saputra, 2018). Melakukan tindak 

pidana berarti bertentangan dengan ideologi Pancasila yang merupakan pedoman bangsa 

dalam berbuat dan berprilaku di masyarakat. Pancasiila merupakan panduan yang 

menyiratkan bahwa setiap tindakan harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung 

dalam Pancasila. Meskipun semua individu pada dasarnya memiliki hak asasi manusia 

(HAM), HAM tidak dapat menjadi alasan untuk melindungi periIaku yng tidak sesuai 

dengan nilai dan norma pada Pancasila daan moral masyarrakat. (Tongat, 2021). 

Seperti yang banyak dibicarakan belakangan ini di kalangan masyarakat, 

terdapat kasus hubungan antar-lndividu dengan orirentasi seks yng berbeada, yang 

umunnya dikenal sebagai Iesbian, gay, biseksuaI, dan transgender (LGBT). Lesblan 

merujuk pada pereempuan yang memiliki ketertarikan dan orientasi seksual terhadap 

sesama perempuaan, sedangkan istilah "gay" digunakan untuk pria/Iaki-laki yang 

memiliki ketertarikan yang sama deengan sesamaa pria/Iaki-laki. Bisexksual merujuk 

pada individu yang dapat tertarik dengan pria dan/atau wanita. Sedangkan, transgender 

merupakan sebutan yang digunakan dalam menggambarkan individu yang 

perilaku/penampilannya tidak sepantasnya digunakan dengan jenis kelaminnya. (Yuliati 

Iswandiari, 2017). Dari awal, Komunitas LGBT telah berkembang pesat di beberapa 

negara barat, sementara di lndonesia, keberadaan LGBT dianggap sebagaii sesuatu yanng 

masih dihindari dan dianggap tabu. Hal ini disebabkan karena bertentangan dengan nilai-

norma yang menjadi dasar perkembangan warga lndonesia, yang didasarkan pada prinsip-

prinsip Pancasila. 

Dengaan adannya komunitas Iesbian, gay, biseksuaI, dan transgender (LGBT) 

di lndonesia telah menjadikan adanya kontroversi pada kalangan orang banyak, karena 
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diaanggap tiidak sesuaai dengan nilai-norma agama, kodrat, dan yang berlaku di 

lndonesia. Tindakan LGBT dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip 

agama dan nilai-norma kehidupan beragama dalam masyarakaat lndonesia. (Nila Arzaqi, 

2018). Hingga pada saat ini, belum ada regulasi hukum yang jlas serta tegas mengatur 

serta melarangnya aktivitas sexksual yang dilakukannya oleh perkumpulan LGBT dalam 

kerangka hukoum positif di lndonesia. 

Aturan LGBT hingga saat ini yaitu pada PasaI 292 KUHP, akan tetapi pada PasaI 

292 KUHP yang menyattakan “orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul 

dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa 

belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” Peraturan 

ini hanya mencakup ketentuan terkait tindakan cabul atau hubungan seksual antara 

seseorang yang telah mencapai usia dewasa dengan seseorang yang sejenis yang 

diketahui belum mencapai usia dewasa. Tidak ada regulasi yang mengatur tindakan cabul 

atau hubungan seksual antara individu yang telah mencapai usia dewasa dengan individu 

sejenis yang juga telah mencapai usia dewasa. Meskipun perkara cabul atau perilaku 

seksual yang dianggap menyimpang yang melibatkan perkumpulan  LGBT yang semakin 

meluas, tidak hanya terbatas pada tindakan antara orang yang sudah cukup umur dan 

orang yang belum cukup umur, namun juga melibatkan interaksi antara orang yang sudah 

cukup umur dengan sesama orang yang sudah cukup umur. Selain itu, tiidak dapat 

diabaikan kemungkiinan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh anak-anak yanng 

beluum mencapai usia dewasa dengan ssesama anak yang juga beIum mencapai usia 

dewasa. 

Kebijakan hukum pidana yang menghasilkan pembuatan peraturan terkait LGBT 

diidasarkan dengan pandangan bahwa LGBT diianggap sebagaii penyimpangaan 

terhadap nilai-norma keagamaan, moral serta kodrat. Oleh karena itu, dianggap perlu 

untuk menjadikan perbuatan cabuI atau hubuungan sexksual dengan gender sama 

dilakukan oleh perkumpulan LGBT di lndonesia sebagai tindakan kriminal, mau yang 

melibatkan orang yang cukup umur dan anak dii bawah urnur maaupun antara yng sudah 

cukup umur. Penelitian dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi 

menyebabkan adanya kekosongan hukum mengenai LGBT. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya sebagai pedoman dan contoh 

penelitian saat ini yang digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam pelaksanaan 

penelitian ini. salah satu jurnal yang digunakan sebagai referensi adalah “Kriminalisasi 
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Hubungan Seksual Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Lesbian, Gay, Biseksual, Dan 

Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana” yang diselidiki oleh 

I Nengah Maliarta,  Ida Bagus Surya Dharma Jaya dan Sagung Putri M.E Purwani pada 

tahun 2018 dengan metode normatif. Hasil dari penelitian sebelumnya hanya 

menekankan pada bagian pembaharuan hukum pidana pada aturan yang sudah ada dalam 

tindak pidana hubungan sesama jenis. Berbeda dengan penelitian saat ini, penelitian ini 

lebih menekankan pada norma yang ada pada masyarakat dengan kesesuaian hukum 

pidana yang masih digunakan sampai saat ini dalam tindak pidana hubungan gender  

sejenis. 

Rumusan Masalah 

1. Apakah hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh lesbian, gay, biseksual, 

dan transgender (LGBT) merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum 

pidana Indonesia?grw 

2. Bagaimana penanganan  kasus lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang 

pernah terjadi di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana? 

Tujuan Penulisan 

PenuIisan jurnaI ini bertujuan agar pembacaa dapat memahami lebih lanjut 

perspektif hukum pidana terkait penanganan kasus hubungan sesama jenis di Indonesia, 

khususnya yang melibatkan Iesbian, gay, biseksuaI, dan transgender (LGBT). Fokus 

utama merupakan pada tindakan yanng dilakukan oleh orang dewasa dalam kerangka 

hukum pidana. Serta sebagai pemenuhan jurnal wajib Fakultas Hukum Universitas 

Udayana. 

 

2. METODE PENELITIAN 

PenuIisan ini mengadopsi pendekatan peneIitian hukom normatif, di mana 

hukum dianggap sebagai struktur sistem norma. Sistem norma ini mencakup prinsip-

prinsip, norma-nornna, peraturan perundang-undangan, putusan pengadiIan, perjanjiaan, 

dan doktrin hukum. ( Mukti Fajar ND, 2017). PeneIitian ini diIakukan dengan meneIiti 

sumber-sumber pustaka, termasuk peraturan perundang-undanngan, dan selanjutnya 

melakukan penelitian terhadap isu hukom. Tulisan ini melakukan analisis mendalam 

terkait kriminaIisasi hubungan sexksual gender sejenis yang dilakukan oleh komunitas 

Iesbian, gay, biseksuaI, dan transsgender (LGBT) dengan mempertimbangkan perspektiif 

reformasi dalam bidang hukum pidana. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hubungan Seksual Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Lesbian, Gay, Biseksual, 

Dan Transgender (LGBT) Merupakan Bagian Dari Tindak Pidana Menurut 

Hukum Pidana Indonesia 

Peraturan di Indonesia mengatur mengenai hubungaan sesama jelas diatur dalam 

PasaI 292  KUHP  menyatakan “orang yang cukup umur yang  melakukan  perbuatan  

cabul  dengan  orang  lain  sama  kelamin,  yang  diketahui  atau sepatutnya  harus  diduga,  

bahwa  belum  cukup  umur,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama lima tahun”. 

Pada pasaI  292  KUHP Hanya mengatur hubungan sexksual sesama gender antara 

individu yang sudah dewasa dan individu yang masih di bawah umur. Hingga sampai saat 

ini, tidak ada pengaturan dalam KUHP yang mengatur tindakan cabul/hubungan seksual  

dengan gender yang sama antara individu cukup umur yang melibatkan individu cukup 

umur lainnya, atau antara individu yang dianggap belum cukup umur.  

Tindakan cabul/hubungan sexksual dengan jenis yang sama yang dilakukan oleh 

komunitas LGBT saat ini menjadi sumber kontroversi di kalangan masyarakat., karena 

pada dasarnya LGBT sangat bertentangan dengan tradisi dan budaya di masyarakat. 

Maraknya kegiatan LGBT di lingkungan masyarakat Indonesia tiidak hanyaa terjadii 

pada individu yang telah mencapai usia dewasa tetapi remaja serta anak anak yang 

dianggap belum cukup umur sudah mulai memperlihatkan bahwa mereka memiliki 

kesimpangan dalam seksualitasnya. Perbuatan yang diIakukan oleh LGBT tersebut pada 

kerangka hukom “Hak Asasi Manusia” dan merasa perbuatan yang dilakukan benar serta 

meminta negara dan masyarakat mengakui hubungan sesama jenis. Bila diIihat dari  

ketentuan  Konstitusi  lndonesia  yakni  Pasal  28J  Undang-Undang  Dasar 1945 yang 

menyatakan sebagai berikut: 

1) Setiap  orang  wajiib  menghormati  hak  asasi  manusiaa  orang  Iain  dalam  tertib 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2) Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajiib  tunduk  kepada 

pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata-

mata untuk menjaamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 

Iain dan   untuk   memenuhi   tuntutan   yang  adiI   sesuai   dengan   pertimbangan  

moraI, nilai-nilai   agama,   keamanan,   dan   ketertiiban   umum   dalam   suatuu   

masyarakat demokratis.  
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Sedangkan dalam ayat 2 diatas sudah jelas mengatakan bahwa menjaIankan hak 

dan kebebasan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, 

dengan kata lain HAM pun membatasi hak seseorang sesuai dengan apa yang sudah 

menjadi dasar berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pada Pasal 492  RUU  KUHP  juga 

melarang persetubuuhan  sejenis kelamin dengan orang belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun,  dikenakan  hukuman  penjara  paIing  singkat  satu  tahun  paling  

lama  tujuh tahun Iarangan   pasangan   sesama   jenis   juga   tertuang   dalam Pasal 1 

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tenntang  Perkawinan yang mengatur  secara 

jelas   syaratt-syarat   perkawinan   diantaranya   harus   dengan   Iawan   jenis,   yang 

menyebutkan “Perkawinan  adalah  ikatan  bathin  antara seorang  pria  dan  seorang 

wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 1 tersebut dikatakan bahwa 

perkawinan merupakan iikatan bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga 

yang  bahagia,  bukan  ikatan  antara  lakilaki  dengan  laki-laki,  maupun  perempuan 

dengan perempuuan. 

Selain aturan-aturan di atas, hubungan sesama jenis juga di larang tegas oleh 

setiap agama yang ada di indoneisa sebagai contohnya dari sisi Agama Islam yang diIihat 

dalam Surah Al-A’raaf (7): 80-84, yang artinya sebagai berikut:  

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia 

berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) itu, 

yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) 

sebelummu?" Sesunggguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafssumu 

(kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kauum yang melampaui 

batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan 

pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang 

berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-

pengikutnya (yang beriman) kecuali istrinya (istri Nabi Luth); dia termasuk orang-orang 

yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu." 

Selaiin dari sisi agama iislam yang menyatakan secaraa jelas bahwa hubungan 

sesama jenis merupakan tindakan keji, dari sisi agama katolik pun mengatakan jika 

merujuuk melaIui Matiius 19:4-6 berrbunyi demikian : 
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Jawaab Yesus: “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia 

sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab 

itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga 

keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. 

Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” 

Dari yang dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa agamapun tidak 

membenarkan ataupun memperbolahkan tindakan yang dilakukan LGBT dengan 

berhubungan sesama jenis dan jika seseorang tetap melakukan hubungan sesama jenis 

maka hal tersebut termasuk penghinaan terhadap agama serta penghinaan terhadap dasar 

negara Indonesia yaitu Pancasila. 

Namuun, ketentuan-ketentuan yanng teIah disebutkan sebelumnya belum 

sepenuhnya mencakup semua perilaku yang dianggap menyimpang yanng diIakukan oIeh 

komunitas LGBT. Meskipun hukom nasional tidak secara tegas menyatakan dukungan 

terhadap komunitas LGBT dan menyatakan bahwa LGBT dapat dianggap sebagai tindak 

pidana menurut hukom pidana Indonesia, namun hiingga kiini tidak ada regulasi yanng 

secara jeIas mengatur LGBT dalam hukum positif Indonesia. Sebagai contoh, baik Kitab 

Undang-Undang Hukom Pidana (KUHP) Indonesia maupun Rancangan Unndang-

Undang KUHP Indonesia tidak melarang perilaku biseksual dan transeksual/transgender, 

dan tidak mengatur sanksi bagi individu yang terlibat dalam praktik LGBT individu yang 

telah mencapai usia dewasa. Maka, dianggap perlu melakukan reformasi hukom secara 

tegas mengatur pelanggaran pidana terkait hubungan gender sejenis yang dilakukan oleh 

perkumpulan LGBT dii Indonesia. Terutama untuk menyusun peratuuran hukom yang 

konkret, yang mencakup seluruh aspek pengatuuran terhadaap perbuatann cabul/ 

hubungan seksuI sesama jenis yang dilakukan oleh perkumpulan LGBT, baik  melibatkan 

individu cukup umur maupun yang masih di bawah umur. 

Penanganan  Kasus Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Yang 

Pernah Terjadi Di Indonesia Jika Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Pidana 

Maraknya kasus hubungan dengan gender sejenis yang diIakukan individu darii 

komunitas Iesbian, gay, biseksuaI, dan transgender (LGBT) di lndonesia. Sudah tidak 

asing bagi beberapa orang. Berkembangnya kasus hubungan sesama jenis ini menjadi 

tugas baru bagi aparat penegak hukum dalam menangani masalah tersebut agar tidak 

makin merajalela. Pada dasarnya penanganan kasus hubungan sesama jenis sudah 

dilakukan oleh aparat penegak hukum tetapi aturan yang berlaku tetap saja kurang kuat 
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menjerat seseorang yang melakukan hubungan ssesama jenis tersebut tidak langsung 

dapat dipidana jika hubungan tersebut tidak ada penyertaan tindak pidana lainnya yang 

tertuang dalam pasal KUHP.  

Seperti dalam  kasus penyanyi dangdut Saipul Jamil yang berawal dari Seorang 

remaja yang berusia 17 tahun dengan inisial DS membuat laporan terhadap Saipul Jamil. 

pada februari 2016. DS mengenal Saipul Jamil dari acara televisi yang sama, sebelum 

kejadian tersebut Saipul Jamil menawarkan untuk pulang bersama dan mengajak DS 

untuk menginap dirumahnya. Pada saat DS dirumah Saipul Jamil sempat meminta hal 

yang tidak senonoh sebanyak 2 kali tetapi ditolak oleh DS sampai akhirnya pukul 04.00 

WIB, Saipul Jamil melakukan perbuatan tidak senonohnya tersebut dengan mencabuli 

DS pada saat DS sedang tertidur. Mengalami ketakutan, DS segera meninggalkan tempat 

tinggal Saipul Jamil dan melakukan pelaporan kejadian  dengan orang tuanya, yang 

kemudian melaporkannya ke Kantor Polisi Metro Kelapa Gading.. 

Pada tanggal 14 Juni 2016, Pengadilan Negerii Jakarta Utara memberikan 

hukuman awal selama 3th kepada SaipuI JamiI, yang kemudian diperpanjang menjadi 5 

tahun setelah dilakukan peninjauan kembali. Hakim menyatakan bahwa penyanyi 

tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 292 KUHP mengenai perbuatan 

cabul, karena telah melakukan pencabulan terhadap korban yang tinggal di rumahnya. 

Saipul Jamil juga mengakui perbuatannya kepada DS. Saat ini, Saipul Jamil telah 

dibebaskan pada tanggal 2 September 2021. 

Kasus terdakwa Kapten Arh Ade Gunawan yang diadili pada  Pengadilan Militer 

II-08 Jakarta yang dianggap melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya 

sebagaimana diatur dalm pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP daan sesuai putusan PengadiIan 

MiIiter II-08 Jakarta Nomor 212-K/PM II08/AD/XI/2020 tanggal 1 Desember 2020 

dengan pidaana penjaraa seIama 8 bulan dan diipecat dari dinas miIiter. Dalam kasus 

tersebut juga berlandaskan bukti bahwa terdakwa telah melanggar Surat Telegram 

Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Prajurit TNI yang 

melakukan pelanggaran asusila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual/lesbian) 

dan surat telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang 

Prajuriit TNI yang melaksankan pelanggaran asusila dengan gender yang sama (homo 

seksual/lesbian). 

Dari kedua kasus yang ada di atas dapat dikatakan bahwa hukum di Indonesia 

sudah menindak lanjuti perbuatan hubungan sesama jenis yang terjadi. Tetapi masi 
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adanya tindak pidana yang dilakukan masyarakat yang berhubungan dengan LGBT, 

dikarenakan kurang tegasnya aturan yang berlaku dengan dibuktikannya beberapa 

tindakan yang sebenarnya sudah termasuk melanggar norma tidak di atur dalam aturan 

hukum pidana atau bisa di sebut adanya kekosongan hukum. Maka adanya pembaharuan 

hukum pidana sangat di perlukan dalam penanganan kasus hubungan sesama jenis di 

Indonesia. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Peraturan di Indonesia mengenai hubuungan ssesama jeniis terdapat pada Pasal 

292 KUHP, mengindikasikan adanya hukuman bagi pelaku homoseksualitas. Namun, 

pelaku hanya dapat dipidana jika perbuatan tersebut diikuti dengan perbuatan cabul, 

kekerasan, atau dipublikasikan sebagai konten pornografi. Di luar ketentuan tersebut, 

belum ada undang-undang sudah tegas meIarang hubungan  sejenis secara konsensual. 

Maka karena itu, hubungan sesama jenis masih kerap terjadi di Indonesia, meskipun hal 

ini bertentangan dengan norma agama, Pancasila, dan norma masyarakat. Pada dasarnya 

penanganan kasus hubungan sesama jenis sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum 

tetapi aturan yang berlaku tetap saja kurang kuat menjerat seseorang yang melakukan 

hubungan ssesama jenis tersebut tidak langsung dapat dipidana jika hubungan tersebut 

tidak ada penyertaan tindak pidana lainnya yang tertuang dalam pasal KUHP. Masih 

banyak perdebatan di benak masyarakat mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia 

benar benar dapat bisa menangani kasus hubungan sesama jenis, karena masih banyaknya 

orang yang terang-terangan melakukan hubungan sesama jenis di muka umum tetapi 

tidak ada penanganan tegas mengenai hal tersebut. 
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